PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 1804 TAHUN 2021
TENTANG

PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA GEDUNG
DAN BANGUNAN SELUAS + 648 M? (LEBIH KURANG ENAM RATUS EMPAT PULUH
DELAPAN METER PERSEGI) PADA KELURAHAN CIBUBUR, KOTA ADMINISTRASI
JAKARTA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : a.bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang, telah
dilakukan serah terima Barang Milik Daerah berupa Gedung dan
Bangunan seluas £ 648 m? (lebih kurang enam ratus empat puluh
delapan meter persegi) yang berasal dari pemenuhan kewajiban dari
para pemegang izin dan/atau non izin pemanfaatan ruang kepada
Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta c.q. Gubernur
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

b. bahwa untuk tertib administrasi penggunaan Barang Milik Daerah
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan status
penggunaannya pada Kelurahan Cibubur, Kota Administrasi
Jakarta Timur berdasarkan tugas pokok dan fungsinya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur
tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Berupa
Gedung dan Bangunan Seluas t 648 m? (lebih kurang enam ratus
empat puluh delapan meter persegi) pada Kelurahan Cibubur, Kota
Administrasi Jakarta Timur;

(-

. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara
Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4744);

Mengingat

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indenesia Tahun 2014
Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara/Daerah {(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

6. Keputusan Gubernur Nomor 1912 Tahun 2013 tentang Pelimpahan
Wewenang kepada Sekretaris Daerah untuk Menandatangani
Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Pemerintah
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN
BARANG MILIK DAERAH BERUPA GEDUNG DAN BANGUNAN
SELUAS = 648 M? (LEBIH KURANG ENAM RATUS EMPAT PULUH
DELAPAN METER PERSEGI) PADA KELURAHAN CIBUBUR, KOTA
ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR.

Menetapkan status penggunaan Barang Milik Daerah berupa Gedung
dan Bangunan seluas + 648 m? (lebih kurang enam ratus empat puluh
delapan meter persegi) pada Kelurahan Cibubur, Kota Administrasi
Jakarta Timur sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

Lurah Cibubur, Kota Administrasi Jakarta Timur melakukan
pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam
diktum KESATU, membuat perencanaan, pengamanan dan penataan
secara menyeluruh terhadap Barang Milik Daerah serta melakukan
pengawasan dan pengendalian atas penggunaan Barang Milik Daerah
yang ada dalam penguasaannya.

Risiko atas penyimpangan penggunaan dan pengelolaan Barang Milik
Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, menjadi
tanggung jawab Lurah Cibubur, Kota Administrasi Jakarta Timur.



KEEMPAT :  Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2021

a.n. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
~——  TA JAKARTA
S DAERAH,

MATALI

Tembusan:

. Gubernur DKI Jakarta
. Wakil Gubernur DKI Jakarta
. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi DKI Jakarta
. Plt. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
. Kepala Suku Badan Pengelolaan Aset Daerah
Kota Administrasi Jakarta Timur

N bWk~

18 SN o))



I'IVIVA HY'1
‘HYEHYVA S
VLAYV VIO
SNSNHI HVAAVd 4NN
Ve
. dmun], elrede 'seoRa) Ingnqry UUBULIS]
00°€L6 SE8 T1 “EpU] INGNGE) UBEmLG] zooe/s/e WOSVA S08vd [A4 8+9 Hreg L0000 T0060TOTO0EET 1#L00 uBnwsyrag Junpan ueunSueg 1
Fuare 1218139
usFuRIaey (dy) eSrey Jeumy seNoT [ el uBYaIfolad une ], ey m.HMU /sy usnies wernsn WSMWMM mnﬂwm\wwuv_ .5#.3%_ Suereg apoy ] apoy Fuereg sitar [ Susreg vuey ON

NVYNOONVE Nvd DNNJED

BOWIL VIAVAVYE ISYELSININGY v.LOY ‘dndnNdrd NVHVENTIY vavd
NYNMONVE NV ONNAID VANREE HYIEVA AT ONVIVE dvLIva

HAWLL VIV ISYALSININGY VIO ‘HNENEID NVHYINTAN vavd ((D3syad ¥3lan
NYLVTAC HOTNd LVdNT SNLV WYNT DNVANY HIEAT W P9 F SVITIS NVNADNVSE
NVO ONNQID vdEHEE HVANEVA MW DNVEVE NVYNNDONAd SNLVLIS NYdvLINAd

ONVINIL

TIZ20Z NOHVL %0871 HOWON

VLAV v.LOMNEL
SNSNAY HVAEVA HANYEEND NVSNLOdEN
NV IdWYT




	00000001
	00000002
	00000003
	00000004

